BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, berkaitan dengan

analisa yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Hukum Terhadap Kasus

Makanan Impor Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Pandawa Rezeki Semesta).

Penyusun memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bahwa pemerintah kurang memperhatikan perlindungan untuk konsumen
pada kasus PT. Pandawa Rezeki Semesta;

Konsumen dirugikan terkait produk makanan impor yang telah diproduksi
oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta terkait produksi makanan impor yang
sudah tidak layak dikonsumsi atau kadaluwarsa;

Pemerintah kurang memperhatikan jalur distribusi makanan impor dari
pihak PT. Pandawa Rezeki Semesta sampai ke pihak supermarket,
selanjutnya selalu rutin melakukan pengecekan kesejumlah supermarket
yang menerima produk makanan impor dari PT. Pandawa Rezeki Semesta;
PT. Pandawa Rezeki Semesta tidak bertanggung jawab atas makanan impor
kadaluwarsa yang didistribusikan ke sejumlah supermarket dan pengawasan
BPOM terhadap pelaku usaha tidak efektif, kurang tegas dan tidak ketat.
Hal ini dikarenakan BPOM hanya sebatas mengawasi proses mengimpor
dari pelaku usaha serta tidak ada peraturan BPOM mengenai pengawasan

distribusi yang dilakukan oleh PT. Pandawa Rezeki Semesta.
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4.2. Saran

Sesuai analisa penyusun mengenai Analisis Hukum Terhadap Kasus

Makanan Impor Kadaluwarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Pandawa Rezeki Semesta).

Maka penyusunan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi PT. Pandawa Rezeki
Semesta sebagai importir makanan impor yang berasal dari PT.Master Food
dan PT.Kraft, sehingga PT. Pandawa Rezeki Semesta dapat
mempertanggung jawabkan atas makanan impor tersebut dan bersedia untuk
memberikan ganti rugi kesejumlah supermarket yang sudah menerima dan
menjual produk makanan impor kadaluwarsa dari PT. Pandawa Rezeki
Semesta.

Pemerintah harus mengingatkan kepada konsumen agar lebih berhati-hati
dalam memilih produk makanan impor. Serta pemerintah memberikan
edukasi kepada konsumen melalui kasus yang terjadi pada PT. Pandawa
Rezeki Semesta mengenai ciri-ciri makanan yang sudah kadaluwarsa namun

label kemasan diperbarui dan tanggal kadaluwarsa juga diperpanjang.
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